| SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah
dalam rangka peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,
lapangan usaha, akses dan kualitas pelayanan
publik dan daya saing daerah, diperlukan
perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan
dinamika perkembangan daerah dan nasional,;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2021-2026, perlu menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
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Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
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10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang  Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2039
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2021 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2024 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Lamongan.

3. Bupati adalah Bupati Lamongan.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan
program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah
untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum
disepakati dengan DPRD.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala
Daerah yang penyusunannya berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional.




BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) RKPD dimaksudkan sebagai pedoman :

a. Penyusunan Kebijakan Umum  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara; dan

b. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

(2) RKPD ditetapkan dengan tujuan untuk :

a. mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan
tugas-tugas pembangunan daerah; dan

b. menjadi acuan masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

RKPD Tahun 2026 merupakan bagian tidak
terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Lamongan
tahun 2021-2026, yang memuat Evaluasi Hasil
Kinerja =~ Pembangunan Daerah, Rancangan
Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan
Daerah Tahun 2026 serta kaidah pelaksanaannya.

BAB IV
PENYUSUNAN RKPD
Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2026 memuat:

a. rancangan proyeksi kerangka ekonomi
Daerah;

b. program prioritas pembangunan Daerah;

c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan
maju.

(2) Rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu
indikatif, yang bersumber dari APBD maupun
sumber-sumber lain yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.



(3) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menggunakan Renja PD sebagai bahan

masukan.

BAB V
SISTEMATIKA RKPD
Pasal 5

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB IIT :

BAB 1V :

BAB V

BAB VI :

PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum,
Hubungan Antar Dokumen, dan
Sistematika Dokumen RKPD, serta
Maksud dan Tujuan;

: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat Gambaran Umum Kondisi
Daerah, Evaluasi Pelaksanaan RKPD
Tahun Lalu sampai dengan Tahun 2025,
serta Permasalahan Pembangunan
Daerabh;

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH

Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah;

PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat Tujuan dan Sasaran

Pembangunan serta Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Tahun 2026;
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH

Memuat tentang Rencana Program dan
Kegiatan Prioritas Daerah yang disertai
dengan Target Capaian Kinerja dan Pagu
Anggaran Tahun 2026 serta Perencanaan
Prakiraan Maju Tahun 2027.

PENUTUP




Pasal 6

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 lebih lanjut dituangkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI LAMONGAN,
ttd
YUHRONUR EFENDI

diundangkan di Lamongan
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
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Apabila dalam hal pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten
Lamongan Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah
serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-
penyesuaian dalam bentuk RKPD Perubahan dengan tetap berpedoman

pada peraturan perundangan yang berlaku.

BUPATI LAMONGAN,
ttd
YUHRONUR EFENDI

,Séliﬁan sesuai dengan aslinya
/ Kepala Baglan Hukum,
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